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EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGAR! DUKU .
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (RAPB) NAGAR! TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT KOTO X1 TARUSAN

Surat Wali Nagan Duku Kecamatan Koto X! Tarusan Nomor = 140/

AMN-DK/2021 tanggal Maret 2021 perhal Penyampaian
Rancangan Peraturan Nagan tentang APB Nagan Duku Tahun Anggaran
2021

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Persturan Bupat
Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nager di Kabupaten
Pesisir Selatan, periu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupat
tentang hasil Evaluas: Rancangan Peraturan Nagan Duku Kecamatan Koto
X! Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagar
Tahun Anggaran 2021,

ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
1 gmmnmmuuomu 7. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik w Tahun 2014 Nomor 244
g’m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2978 Sneel 8 omar 58
Negara Republik Indonesia '
%‘mm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administras

Pemerintahan,

4 mmmarmzoumm

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pelaksanaan Undang-Undang onesia Tahun 2014 Nomor 123,
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Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daetah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembagunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

Peraturan Menteri Keuangen Nomor: 222/PMK.07/2020 Tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Nagari,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagan serta
TWWBadanPammymatanNagm;
Pam&:pdi?esisirSelatanNonnrdﬁTmzozomw
Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
Pum&plﬁPesisirSelatmNonmoaTarmzqm Tentang Tata
mwmwmmmmm
dari APBN Tahun Anggaran 2021

Peraturan 'PedsirsmmMTmzqumTaa
dari APBD Tahun Anggaran 2021

Pmmmsmmosrqmzoﬁ (me
CmPMMWMMMMRMM
mMMAPBDKMPmSMnTMm
2021,
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- Keputusan ini mulai berlak:’ pada

Evaluas) Poraturan Nagar
— Rancangan Nags

Anggaran 2021 sebagaimana &
Wall Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penye

tindak  lanjut Rancangan Peraturan
A:g.gnrl:n]l’m dan Belanjs (RAPS)

berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana oud |
lama 7 (tujuh) harl kerja terhitung sejak diterimanya

Dalam hal Wall Nagar dan BAMUS Nagari tidak anjutl
Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Persturan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari

Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagar dimakeud
akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan

Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagarl Tahun
Anggaran 2021 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi

Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait

R A Pend dan Belanja (APBN) n-:h?"'
encana Anggaran Pendapatan ahun
Anggaran 2021, Wali Nagari agar

tidak melaksanakan kegiatan tersebut
untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

hari terdapat kekeliruan dalam
sebagaimana mestinya
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1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Duku Kecamatan Ki

Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) N
Anggaran 2021 yaitu
1 Pendapatan Nagari Rp 1.745.560.300,00
11 | Pendapatan Transfer B Rp 1.745.560.300,00
a. Dana Nagari (DD) Rp 1.271.008.000,00
b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 30.433.300,00
c. Alokasi Dana Nagari (ADD) Rp 444.119.000,00
d. Bunga Bank Rp 2.500.000,00
2 Belanja Rp 1.703.833.808,01
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp 497.301.018,01
2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 778.605.850,00
2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 34.445.000,00
2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Rp 36.624.000,00
2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana Rp 356.857.940,00
Surplus/ Devisit Rp 44.226.491,99
3. Pembiayaan . Rp
a1 Penerimaan Pembiayaan ( silpa tahun lalu) Rp 5.773.508,01
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal Rp 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO Rp 44.226.491,99

. Rancangan Peraturan Nagari Duku tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan sudah disepakati dan
ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi
oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir

Selatan.
. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Duku telah selesai

diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
v Tdd!mwnbobempavoﬁmduidantelahnwnmﬂsamndananjmnm
diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari

¥ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan
manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
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I . RAPB ini telah lea“ m m
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja e e
Mdﬂﬂﬂfhﬂdlfyammmu‘m il v
Nagari tentang RAPB Nagari ini aapat

. Sebelum dijiid, RAPB ini harus melampirkan uu“ﬂ
bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini

Tarusan, “%7.. Maret 2021

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI DUKU
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA JABATAN DALAM TIM ﬁ\mnm

Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev | Penanggung jawab

Wakil penanggu
Tris Junaidi, SE _—

Legi Andru,SSTP | Ketua

Lilit Indra, A.Md Anggota

Muliadi, SIP Anggota

Mardanus Anggota

Arief Effendi, S.E Anggota

Eliya Rosita, S KM Anggota
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